BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.530, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Baang Kena
Cukai. Penibunan. Kawasan Pabean. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235/PMK.04/2009
TENTANG

PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN
PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat
(3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal
sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan
Pengangkutan Barang Kena Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
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M enetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN
PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cuka sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau
lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di
Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara
menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau
kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang
digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu
dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas—batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain
yang ditetgpkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya
berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukal.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman,
dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang
dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai
dan/atau untuk mengemas barang kena cuka dalam
kemasan untuk penjualan eceran.

Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.

Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau
lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang
dipergunakan untuk menyimpan barang kena cuka berupa
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etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk
disalurkan, dijual, atau diekspor.

Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang
mengusahakan Tempat Penyimpanan.

Kantor Direktorat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut
Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukal atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dokumen Cuka adalah dokumen yang digunakan dalam
rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk
formulir atau melalui media elektronik.

BAB lI
PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI
Pasal 2

Barang kena cukai yang belum dilunas cukainya dapat
ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara atau
Tempat Penimbunan Berikat dan dilaksanakan sesual
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.

Dalam hal barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berasal dari dalam Daerah Pabean, penimbunannya
wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.

Pasal 3

Barang kena cuka yang belum dilunasi cukainya yang
dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dapat
ditimbun di dalam Pabrik.

(1)

Pasal 4

Atas barang kena cuka yang ditimbun di dalam Pabrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik
yang merupakan orang pribadi yang tidak memiliki Nomor
Pokok Pengusaha Kena Pajak, mempunyal kewajiban:
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(2)

menyelenggarakan  pencatatan  atas = pemasukan,
penimbunan, dan pemakaian barang kena cukal pada
catatan sediaan;

. menempatkan sedemikian rupa barang kena cuka dan

hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan sehingga
dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang
belum dilunas cukainya yang dipergunakan sebagai
bahan baku atau bahan penolong;

. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena

cukai setiap bulan dengan menggunakan formulir laporan
penggunaan/persediaan barang kena cukai; dan

. menyerahkan laporan sebagamana dimaksud pada huruf

(c) kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang
mengawas Pabrik dalam jangka waktu paling lama pada
hari kesepuluh bulan berikutnya.

Atas barang kena cuka yang ditimbun di dalam Pabrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik
yang telah ditetgpkan sebagai Pengusaha Kena Pgak,
mempunyai kewajiban:

a. menyelenggarakan  pencatatan atas  pemasukan,

penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai tersebut
sesual dengan ketentuan pembukuan di bidang cukai;

. menempatkan sedemikian rupa barang kena cukal

tersebut dan hasil produksinya di dalam tempat atau
ruangan sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah
barang kena cukal yang belum dilunasi cukainya yang
dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;

. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena

cukai setiap bulan dengan menggunakan formulir laporan
penggunaan/persediaan barang kena cukai; dan

. menyerahkan laporan sebagamana dimaksud pada huruf

(c) kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang
mengawas Pabrik dalam jangka waktu paling lama pada
hari kesepuluh bulan berikutnya.
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BAB I
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BARANG KENA CUKAI
Pasal 5

Pemasukan dan/atau pengeluaran barang kena cukai ke atau
dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan
kepada kepala Kantor yang mengawas Pabrik atau Tempat
Penyimpanan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai.

Dokumen Cukai sebagamana dimaksud pada ayat (1)
berupa dokumen pemberitahuan mutas barang kena cukai
yang wajib digunakan untuk melindungi:

a. pengeluaran barang kena cuka yang belum dilunas
cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan
tujuan untuk dimasukkan ke Pabrik atau Tempat
Penyimpanan lainnya dengan fasllitas tidak dipungut
cukai;

b. pemasukan barang kena cukai yang belum dilunas
cukainya ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang
berasal dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan
Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat dengan
fasilitas tidak dipungut cukal;

c. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa
hasil tembakau yang belum dilunas cukainya dari tempat
pembuatan di luar Pabrik ke dalam Pabrik dan
sebaliknya;

d. pengeluaran barang kena cuka yang belum dilunas
cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan
tujuan untuk diekspor dengan fasilitas tidak dipungut
cukai;

e. pengeluaran barang kena cuka yang belum dilunas
cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke
Tempat Penimbunan Berikat dengan fadlitas
pembebasan cukai;

f. pengeluaran etil akohol yang belum dilunas cukainya
dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas
pembebasan cukal untuk digunakan sebaga bahan baku



